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BAB V 

KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan dalam tiga 

(3) poin utama. Pertama, kerja sama Country Programme Indonesia 2012-2015 

dalam program pemberantasan korupsi memiliki dua stakeholders utama, yaitu 

Institusi Antikorupsi Lokal dan Internasional. Dalam Institusi Antikorupsi Lokal 

terdiri dari (1) organisasi pemerintah seperti: KPK, Kejaksaan, Polri, BPK dan 

PPATK serta (2) organisasi non-pemerintah seperti: ICW, TII dan Kemitraan. 

Sedangkan, Institusi Antikorupsi Internasional yang terlibat adalah UNODC. 

Kedua stakeholders tersebut bekerja sama untuk mendorong upaya pemberantasan 

korupsi dan meningkatkan kapasitas pembangunan di Indonesia agar tidak 

terhambat oleh korupsi dengan mereformasi birokrasi dan pemerintahan serta 

menerapkan ketiga prinsip lintas sektoral tentang politik, hukum dan keamanan, 

serta kesejahteraan rakyat.s 

       Kedua, UNODC sebagai institusi internasional, memiliki peran untuk 

menentukan dan merealisasikan tujuan kolektif, yaitu pemberantasan korupsi 

secara global, termasuk Indonesia. Dalam kerja sama ini, UNODC dan Institusi 

Antikorupsi Lokal bekerja sama untuk (1) mengidentifikasi dan menginvestigasi 

praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah; (2) 

meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam 

memberantas korupsi; dan (3) mengidentifikasi serta menindak aktivitas 

pencucian uang dan pemulihan aset. UNODC memberikan bantuan berupa dana, 

pelatihan dan seminar, serta bantuan teknis untuk Indonesia dalam upaya 
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mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lebih 

efektif. Target-target tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Pemberantasan 

Korupsi (Stranas-PK) Indonesia. 

       Ketiga, kerja sama ini menghasilkan peningkatan dalam pemberantasan 

korupsi di Indonesia, yaitu: (1) meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

Indonesia; (2) meningkatnya jumlah penyelamatan uang negara oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan; (3) meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan korupsi yang terjadi di Indonesia, hal ini ditandai dengan 

munculnya berbagai gerakan antikorupsi di Indonesia; (4) meningkatnya Indeks 

Integritas Nasional (IIN) Pemerintah Indonesia, yang mengindikasikan bahwa 

terdapat upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan 

integritasnya; (5) meningkatnya peran dan kontribusi civil society organizations 

(CSOs) dalam pemberantasan korupsi, hal ini diindikasikan dengan adanya 

berbagai rekomendasi kebijakan antikorupsi yang dirumuskan oleh organisasi 

antikorupsi non-pemerintah; (6) meningkatnya respon penegak hukum atau 

kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia; dan (7) Indonesia 

berhasil dijadikan sebagai best practices dalam pemberantasan korupsi oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

       Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa melalui kerja sama Country 

Programme Indonesia 2012-2015, Institusi Antikorupsi Lokal dengan 

Internasional telah berhasil meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia, terutama dengan meningkatnya skor IPK Indonesia, respon penegak 

hukum dalam pemberantasan korupsi dan Indonesia dijadikan sebagai best 
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practices dalam pemberantasan korupsi oleh PBB. Kerja sama internasional 

berperan penting dalam merealisasikan tujuan kolektif, termasuk dalam 

pemberantasan korupsi secara global. Negara yang memiliki kapasitas minim 

dalam melawan korupsi memiliki kesempatan untuk mereformasi sistem 

demokrasi, meningkatkan kompetisi ekonomi dan meningkatkan kualitas 

birokrasi dengan bantuan dari negara atau institusi lain. Dengan tercapainya poin-

poin tersebut, memiliki pengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas 

hidup warga negaranya, termasuk dalam peningkatan pembangunan ekonomi, 

sosial, politik dan hukum. 
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